
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 
Safinan 

PERATURAH BUPATl BOJONEGORO 
NOMOR 38 TAHUN 2011 

TENTANG 

PEDOMAN PEl.AKSANAAN 
BANTUAN PINJAMAN MODAL USAHA KEGIAT AN BUOIOAYA IKAN LELE 

DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 

DEHGAN RAHMATTIJHAN YANG MAHA ESA 

BUPATl BOJONEGORO, 

Menlmbang : a. bahwa dalam rangl<a memenuhi kebutuhan protein hewaoi yang 
semalun meningkal, diperlukan upaya-upaya sttategis untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut adalall dengan meninglcatkan 

produksi dan produktifitas ikan lele sehingga protein hewani 

dapat meningkat pula; 

Mengingat 

b. bahwa untuk meningl<atkan produksi dan produktifitas ikan dapal 
dilakukan dengan pengembangan ussha budidaya ikan lete 
sehingga konsumsi ikan dapat segera terpenuhi diperlukan 
kegiatan l<redit Budidaya lkan Lele dengan menyediakan modal 
usaha untuk pembelian benih ikan dan sarans produksi : 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tefsebul pada 
huruf a, b dan c konsideran cliatas, maka diperlukan Pedoman 
Peiaksanaan Bantuan Pinjarnan Modal Usaha Kegiatan 
Budidaya lkan Lele di Kabupaten Bojonegoro T ahun 2011. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahuo 1950 tentang Pembenlukan 
Daerah-daerah kabupaten/kota dalam fingkungan provinsi Jawa 

Timur (diumumkan pada tanggal 8Agustus 1950): 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang befsih dan bebas dari l<orupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Repubfok Indonesia Tahtm 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 3851): 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Repubfik l11do11esia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesla 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 
Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 10 Tamm 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-illldangan (Lemberan Negara Repub4ik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389 ); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan clan T anggung Jawab Keuangan Negara ; 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tembahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia 

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahoo 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Oaerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemef iotah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 teotang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Slandar Petayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik lnd~ia Tahun 2005 Nomor 150, 
T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 T ahun 2005 ten tang Pedoman 

Pembinaan den Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tamm 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerinlahan antara Pemerintah. 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kola (Lembaran Negata Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, T ambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

13.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebar1uasan Peraturan Perundang­
undangan; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaemh sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007 : 

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2006 tentang Jenis clan Bentuk Produk Hukum Daerah , 
16. Peratusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tenlang 

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 
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17.Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Berita Oaerah dan lembaran Oaerah ; 

18.Peraturan Meoteri Dalam Negeri Nomor S3 Tahun 2007 tentang 
Peogawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Oaerah ; 

19.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 
KEP.02/MEN/2007 tenting cara Budidaya lkan yang baik; 

20. Peraturan Oaerah Nomor 2 T ahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Oaerah 
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2): 

21.Peraturan Daerah Kabupaten 8ojooegoro Nomo< 7 Tahun 2008 
tentang Organisasl Dan Tata Kerja Oinas Kabupaten Bojonegoro 
(Lembaran Oaerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Oaerah Kabupaten 
Bojonegoro Nomor 6 Tahlm 2010 (L.embaran Oaerah Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 6) ; 
22. Peraturan Oaerah Kabupaten 8ojooegoro Nomor 1 T ahun 2011 

tentang Anggaran Pendapatan dan Betanja Oaerah Tahun 

Anggaran 2011 (lembaran Oaera.h Kabupaten Bojonegoro 
Tahun 2011 Nomor 1); 

23. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah Tahun Anggaran 
2011 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 
14). 

MEMUTUSKAN : 

Menelapkan : PERATURAN BUPATI TEHTAHG PEOOMAN PELAKSANAAN 
BANTUAN PINJAMAN MODAL USAHA KEGIATAN BUOIOAYA 
IKAN LELE DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011. 

Pasal 1 

Oengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Pelaksaoaan Bantuan Pinjaman 
Modal Usaha Kegiatar'I Budidaya lkan Lele di Kabupaten Bojonegoro Tahtm 2011. 

Pasa12 

(1) T ujuan kebijal<an ini adalah untuk membantu pengelolaan budidaya ikan lete 
kepada pembudidaya yang sudah ada sehingga ikut membantu menumbuh 
kembangkan usaha budidaya ikan lele. 

(2) Sasaran kebijakan ini adalah meningkatk.an pendapatan dan kesejahteraan 
pembudidaya ikan lele serta mencukupi kebutuhan protein hewani. 

Pasal3 

Lokasi Kegiatan Budidaya lkan Lele di Kabupaten Bojonegoro yang diberi bantuan 
pinjaman modal usaha <frtetapkan dalam Keputusan Bupati. 
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Pasal 4 

(1) Alokasi bantuan pmJaman modal usaha kegiatan Budidaya lkan Lele di 
Kabupateo Bojonegoro, di anggarkan pada APBD Kabupateo Bojonegoro. 

(2) Pakel Kegiatan Kredil Budidaya lkan Lele bantuan modal usaha sebesar 
Rp.200.000.000,- (Dua Ralus Juta Rupiah) untuk 20 (dua puluh) paket masing­
masing paket sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). 

(3) Pake! Banluan Modal Usaha dilakukan melalui usahe Unit Pelayanan 
Pengembangan (UPP) Budidaya lkan "Mina Sejahtera· Kabupalen Bojonegoro 
yang merupakan wadah dari kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) di 
Kabupaten Bojonegoro. 

(4) Peogembalian modal usaha budidaya ikan lele ke Kas Oaerah dilaksanaan pada 
bulan Oesember 2011. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai beflaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan peruturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Oaerah Kabupaten Bojonegoro. 

Oiundangka'I di Bojonego<o 
pad& langgal 25 Maret 2011 

Oitetapkan di Bojonegoro 
pada tang gal 25 Maret 2011 

BUPATI BOJONEGORO, 

ltd. 

H.SUYOTO 

SEKRETARIS OAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

ltd. 

Ors. SOEHAOt MOEWONO.MM 
Pembina Utama Muda 

NIP, 196001311986031 008 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 38. 

Saman sesuai dengarl asinya 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BO IONEGORO 

~l¼_ . 
D~.SOEHAoiioet:JON~ 

Pembina IJlama Muda 
NIP. 19600131 198603 1 008 


